PERATURAN DAERAH KARUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR = 25 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11 BANYUMAS

é; ' Menimbang @ a. bahwa dalam rangka pclaksanaan otonomi yang nyata,
4 ' dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat
di Dacrah Tingkat.II, dcngan Pcraturan Pemerintah
NOMOT v - ... Tahun 1995 ;tglah discrahkan scbagian
urusan DPemerintah di  bidang Transmigrasi dan
i : ‘ Pemukiman Pcrambah Hutan kepada Dacrah Tingkat 11
; : *  scbagai Urusan Rumah Tangga Dacrah

b. bahwa schubungan dcngan hal tcrscbut, untuk-

mcemper lancar penyclenggaraan pecmcrintahan dan

o pcmbangunan gsccara berdayaguna dan berhasilguna
" : : ; <hususnya dalam bidang Transmigrasi dan Pemukiman
Perambah Hutan, maka perlu mcngatur DPcmbentukan

organisasi dan Tatakerja Dinas Transmigrasi dan

Pemukiman Perambah Hutan dengan Peraturan Dacrah.

Mcngingat @ 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tcntang Pcmben-
' tukan Dacrah-dacrah Kabupatcn dalam Lingkungan
* Propinsi Jawa Tengahj

Undang-Undang Nomor ¥§ Tahun 19274 tcentang Pokok;
pokck Pemerintahan Di  Dacrah (Lcmbaran Ncgara
Rcpublik Indoncsia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 3037);
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Pcraturad Pcemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tcntang
Koordinasi 'kcgiatan Instansi Vertikal Di Dacrah
(Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lcmbaran Ncgara Rcpublik
Indoncsia Nomor 3373);

Pecraturan Pcmcrintah Nomor 45 Tahun 1992 tcntang

Penyclenggaraan Otonomi Dacrah dengan titik berat

pada Dacrah Tingkat II (Lcmbaran Ncgara Tahun 1992
Nomor 77 Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3487);

Peraturan Pemerintah Nomor ....Tahun 1995 tcntang
Penycrahan Scbagian Urusan DPemecrintahan di Bidang
Transmigrasi dan Pcmukiman Pcrambah Hutan (Lcmba-
ran Megara Tahun 1995 NOomor...... st

Kcputusan Mentcri Dalam Ncgeri Nomor 392 Tahun 1992

" tentang Pcdoman Organisasi Dinas Dacrahg

Keputusan Mcntcri Dalam Ncgeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk DPcraturan Dacrah dan DPcraturan
Dacrah Pcrubahan;

Kecputusan Mcntcri Dalam Ncgeri Nomor 97 Tahun 1993
tentang Pola  Organisasi DPemcrintah Dacrah “dan
Wi lkayah;

1
Keputusan Mcntcri Dalam Ncgeri Nomor 105 Tahun
1994 tcntang Pclaksanaan Proyck Pcrcontohan Otono-—
mi Dacrah Pada Dacrah Tingkat II; :

Dengan Persctujuan Dewan DPerwakilan Rakyat Dacrah Xabupatcen

Dacrah Tingkat

Mcnctapkan : PERATURAN DAERAH XABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYU-

IT Banyumas.

MEMUTUGSKAN

MAS TENTANG DPEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA

D

NAS TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN.



BAB. I

KETENTUAN UMUM

Dalam Pcraturan Dacrah ini yang dimaksud dcngan
a. Dacrah adalah Kabupatcn Dacrah Tingkat II Banyumas;
b. Pemerintah Dacrah adalah DPecmerintah Kabupatcen Dacrah Tingkat
I1 Banyumas;
c. Bupati Kcpala Dacrah adalah Bupati Kecpala Dacrah Tingkat II
Banyumas; ‘
d. Dewan DPerwakilan Dacrah adalah Dcwan Pcrwakilan rakyat Dac;ah
Kabupatcn Dacrah Tingkat II Banyumas;
¢. Dinas Transmigrasi dan Pcmukiman DPcrambah Hutan adalah Dinas
Transmigrasi dan Pcmukiman Pcrambah Hutan Kabupatcen Dacrah
. Tingkat II1 Banyumas;
f. Kcpala Dinas adalah Kcpala Dinas Transmigrasi dan DPcmukiman
Pcrambah Hutan Kabupaten Dacrah Tingkat II Banyumas;
g. Cabang Dinas adalah Unsur DPclaksana Dinas Transmigrasi dan
Pemukiman Perambah Hutan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu)
atau beberapa Kecamatang
h. Unit Pclaksana Tecknis Dinas yang sclanjutnya discbut UPTD
adalah”unsur pclaksana tcknis opcrasional dari scbagian tugas
Dinas yang mclaksanakan tugas tcknis tcrtentu; .
i. Jabatan Fungsional adalah kcdudukan yang mcnunjukkan tugas,
tanggung jawab, wcwcnang dan kckuasaan scorang Pcgawai Necgeri
Sipil dala suatu satuan Organisasi yang dalam pclaksanaan
tugasnya didasarkan pada kcahlian dan atau keterampilan ter-
tentu scrta bersifat mandiri;

BAB 11

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Pcraturan Dacrah ini  dibentuk Dinas Transmigrasi dan vf_ 1 
Pemukiman Pcrambah Hutan.




BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

(1) Dinas Transmigrasi dan Pcmukiman Pcrambah Hutan adalah Unsur -

Pclaksana Pemerintah Dacrah vang dibentuk berdasarkan

penycrahan urusan lcbih lanjut kcpada Dacrah scbagai urusan
rumah tangga dibidang Transmigrasi dan DPcmukiman Pcrambah.ﬂfv

Hutan.

(2) Dinas Transmigrasi dan Pcmukiman Pcrambah Hutan dipimpin olch
scorang Kcpala Dinas yang bcrada dibawah dan bertanggung
jawab kcpada Bupati Kepala Dacrah. .

Pasal 4

Dinas Transmfgrasi dan Pcmukiman Perambah ~Hutan mcmpunyai tugas
pokok mcmbantu Bupati Kcpala Dacrah dalam menyclcnggarakan Urusan

Rumah Tangga Dacrah dan tugas pcmbantuan di bidang transmigrasi

dan pcmukiman pcrambah hutan.

Pasal 5

Untuk menyclenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 YPcraturan Dacrah ini, Dinas Transmigrasi dan Pcmukiman -
‘Perambah Hutan mcmpunyai fungsi

a. pclaksanaan penyusunan rcencana program, anggaran, laporan,
cvaluasi, statistik, dokumcntasi dan pclatihan Transmigran;

b. pclaksanaan pcmbinaan masyarakat, pencrangan dan kchumasan;

c. pclaksanaan pecnyiapan, pcendaftaran, sclcksi dan rcgristrasis

d. pclaksanaan pclayanan Transito, pcmbekalan, pengangkutan dan
pecmindahan Transmigran;

¢. pclaksanaan urusan tata usaha dan pcerlcengkapan scrta protokol-
er}

f. pclaksanaan tugas-tugas lain yang dibcerikan olch Bupati Kcpala

Dacrah.
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BAB 1V

ORGANTISASTI

Pasal 6

Susunan COrganisasi Dinas Transmigrasi dan Pcmukiman Pecrambah
Hutan terdiri dari v e B
a. Kcpala Dinas;
b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dard :
Urusan Umum;
Urusan Kcpegawaiang
Urusan Kcuangan;
Urusan Perlengkapan. , ‘
cksi Program dan Evaluasi tecrdiri dari :
Sub Scksi Rencana Program dan Anggaran;
Sub Scksi' Evaluasi dan Pclaporan; :
Sub Scksi Statistik, Dokumentasi dan Pclatihan Transmi
gran. ' gt
cksi Pengerahan terdiri dari :
Sub Scksi Pencrangan dan Kchumasan;
Sub Scksi Publikasi dan Film;
Sub Scksi Sarana dan Prasarana.
ksi Pendaftaran dan Scleksi terdiri dari
Sub Scksi Penyiapan Calon Transmigran;
Sub Scksi Sclcksi dan Penctapan;
Sub Scksi Regristrasi Transmigran.
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Af. Scksi Pemindahan terdiri dari

l. Sub Scksi Angkutan dan Pengawalan;

2. Sub Scksi Transito dan Perbekalan;

3. Sub Sscksi Pembinaan/Bimbingan Mcntal.
Cabang Dinas;

h. Unit Pclaksana Tcknis Dinas;

Kclompok Jabatan Fungsional.

[

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin olch scorang Kcpala Sub Bagian
Tata Usaha dan Scksi dipimpin olch scorang Kcpala Scksi yang
masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kcpada
Kepala Dinas.

Cabang Dinas dipimpin olch scorang Kcpala Cabang Dinas yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kcpada Kcpala Dinas;
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Unit Pclaksana Tcknis'® Dacrah ‘dipimpin olch scorang Kcpala
UPTD yvang berada dibawah dan bertanggung jawab kcpada Kcpala-
Dinas;

Kclompok Jabatan Fungsional dipimpin olch scorang Tcnaga
Fungsional yang ©paling scnior scbagai kctua kclompok dan
bertanggung jawab kcpada Kepala Dinas.
Pasal 7

Uraian tugas masing-masing unsur organisasi scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diatur lcbih lanjut dcngan
Kcputusan Bupati Kcpala Dacrah.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Pcmukiman

Pecrambah Hutan tercantum dalam: Lampiran yang mcrupakan bagian
tak tcrpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

BAB V

TATAKERJA

1

Pasal 8

Tatakerja Dinas Transmigrasi dan Pcmukiman Pcrambah Hutan diatur
lebih lanjut dcngan Keputusan Bupati Kcpala Dacrah.

B ABi1 VI

KETENTUAN LAIM-LAIN

Pasal 9

Jenjang jabatan dan kcpangkatan scrta susunan kcpcgawaian Dinas
" Transmigrasi dan Pcmukiman Pcrambah'Hutan diatur scsuai dcngan
kctentuan Peraturan Pecrundang-undangan yang berlaku.,

£,




Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Guber-
a

nur Kepals

Nomor : 188.3

Diundangkan
Banyumas.

Nomor : &l

iy
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggsal 10 Juli- 1885
3/

218A/ 1985

dalam Lembaran Daerah Kabupsaten Daerah Tingkat II

Tanggal : 28 Juli 1995 Ser it B

nn
D

NIP : 500 034 842




B ABENVLT
KETENTUAN PENUTUDP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka scgala kctcentuan
yang tidak scsuai dengan Pcraturan Dacrah ini dinyatakan tidak
berlaku lagi.

rasal i1l

’

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya sctiap orang dapat mecngctahuinya, memerintahkan
pengundangan Pcraturan Dacrah ini dcngan pencmpatannya dalam
Lecmbaran Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat IT Banyumas.

1

Ditctapkan di Purwokcrto
pada tanggal 10 Marct 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ALEN DAERAH TINGKAT 11 BANYUMA

PraaREane GEOR — how i tiias o 5ie i pe i s oba oo e e s weas s

Dcngan Surat Kceputusan NOmMmOT ... .. eseonenns G o »
TATSRI DA a1 e U Rt S B b Al B A L v e § e W o
DISAHKAN
Dengan '

Keputusan  Gubernur Kepala Dacrah Tingkat I
$awa Tengah

ﬁikﬁ fips  WILAYAH-/ DAEKAH TINGKAT I

G“* P. 010 088 157 34
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LAMPIRAN XVI : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR  :1g8,3/218 /1995,
TANGGAL :10 Juli 1995,

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR
25 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TRANSMI-
" GRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN.

1.

2.

3.

5e

Pada judul dan diktum "Menetapkan" perkataan “TENTANG secececcecccdst,”
diubah dan dibaca sebagai berikut :

"TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN
PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS".

Konsiderans "Menimbang", huruf a perkataan "Nomor..seee..Tahun 1995"
diubah dan dibaca "Nomor 8 Tahun 1995".

Pasal 1 huruf "g dan h" dihapus, selanjutnya huruf "i" (lama) diubah
dan dibaca huruf "g" (baru).

Dasar Hukum "Mengingat", nomor 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"5, Pernturman Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagi-

an Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II
Percontohan ;

(Lembaran Negara Republik Indonoesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;"

Pasal 4 diubah danr dibaca sebagai berikut :

" Pasal 4

Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Peragboh Hutan mempunyail tugas pokok

melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Transmigrmsl dan

Perambah Hutan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi penyelenggaraan
urusan transito dan pengangkutan transmigrmsi, prasarana dan sarana -
pemukiman transmigrasi usaha dan sosial budaya transmigrsi, serta pe-
mukiman perambah hutan dan tughs pembantuan yang diberikan oleh peme-
rintah atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.™

Pasal 5 diubah dan dibaca sebagni bsrikut :

» Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 Peraturan Daerah ini, Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Pernmbah Hu-
tan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pendaftaran dan penyelemaian calon transmigrasi ;
b. menyelenggnrmkan urusan tmnsito dan pengangkutan tmnsnigrisi ;

c. melaksnakan penyuluhan, menetapkan target, obyek dan sasaran pe=-
nyuluhan j

d. menyiapkan bahan, prasarana dan sarana pemukiman transmnigrasi ;
e¢. melaksnakan pembinaan usaha dan sosial budaya transmigrmsi
f. menyiapkan pemukiman permbah hutan ;

g. mengolah unit pemukiman transmigrasi.

Te Pasal 6 esscccsvencce




7. Pasal 6 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :.

"(1) Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan
terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

¢. Secksl Program dan Evaluasi ;

d. Seksi Pengerahan ;

e. Seksi Pendaftaran dan Seleksi ;
f. Seksi Pemindahan ;

g. Kelompok Jabatan Fungsional ,

-

8. Pasal T :

a. Ayat (1), perkataan "Uraian tugas masing-masing unsur® dan "Pasal 6
ayat (1)" diubah dan dibaca "Susunan® dan "Pasal 6 ayat (1) Poratu-
ran Daerah ini."

b. Ayat (2) perkataan "Susunan" dihapus.

9. Agar ditambahkan Penjelasan Peraturan Daerah yang terdiri dari :
I. Penjelasan Unum ;
‘ II. Penjelasan Pasal demi Pasal.
10. Pada lampiran Peraturan Daermh :
a. Judul bagan diubah dan dibaca sebagal berikut :

" BAGAN ORGANISASI DINAS TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS ",

b. Perkataan "LAMPIRAN : c.eveecsecese.dst” diubah dan dibaca sebagai
berikut :

"TAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 25 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATAKERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAM=-
BAH HUTAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS. "

¢. Bagan Organisasi Dinas Transmigmsi dan Pemukiman Perambah Hutan
Kabupaten Danerah Tingkat II Banyumas agar disesuaikan dengan Bagan
Organisasi Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Daerah
' Asal pada Daerah Tingkat II Percontohan sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran I Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 ten
tang Pedoman Organisasi Dinas Daecrah pada Kabupaten Daerah Tingkat
II Percontohan.




